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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pembangunan dan pembinaan serta pembaharuan hukum nasional harus 

sesuai dengan dan mengacu pada cita-cita hukum yang ditetapkan bangsa Indonesia 

yakni Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam hal ini, dari satu sisi, hukum 

harus menampilkan wibawa untuk menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan 

sosial atau kemakmuran, yang artinya secara simultan hukum menumbuhkan 

ketertiban dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Disisi lain hukumpun harus 

mampu menegakkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial dan 

berperikemanusiaan dan yang berketuhanan Yang Maha Esa.  

Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi 

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu 

negara hukum, terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan hukum,1 artinya bahwa sebuah 

negara dalam konsep negara hukum selalu mengatur pada setiap tindakan dan 

tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas dasar undang-undang yang berlaku 

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian  pergaulan 

hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 

                                                             
1Asshiddiqie, J. “Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sekretariat Jenderal dan 

kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI”, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi RI, 2006) hal. 57. 
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Pasal 27 ayat 1 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari 

segala bentuk kejahatan. 

Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum 

sebagai suatu sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari 

tiga komponen yaitu struktur, substansi dan kultur hukum2. Ketiga komponen 

tersebut memiliki hubungan timbal balik sehingga harus dikaitkan secara bersama-

sama demi tercapainya tujuan hukum yang optimal. Menurut Sukardi dalam 

Bukunya yang berjudul Konsep Penyidikan Restorative Justice menyimpulkan 

pengertian tentang system, yaitu suatu kesatuan yang utuh dan saling mendukung 

diantara komponennya. Apabila salah satu system itu tidak berfungsi, komponen 

yang lain dari system itu juga tidak berfungsi.3  

Hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib 

masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan 

maupun mencegah terjadinya kejehatan dengan cara memberikan sanksi yang 

sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan 

hukum yaitu orang (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan 

Negara. Soerjono  Soekanto  mengemukakan pendapatnya,  bahwa  kejahatan  

(tindak pidana)  adalah  gejala  sosial  yang senantiasa   dihadapi   untuk   setiap 

masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya  tidak  tuntas  karena 

kejahatan itu memang tidak dapat dihapus.4 Hukum pidana dengan sanksi yang 

                                                             
2Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence)” (Jakarta :Kencana,2009)hal. 204 
3 Sukardi , Konsep penyidikan Restorative Justice , (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020) 

hal.52 
4 Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung : Sinar baru,1983) hal 24 
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keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum 

lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana, seiring juga dikatakan 

bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium perlu dikaji lebih lanjut 

terutama dalam pemberantasan premanisme di Indonesia.5 

Hukum militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem 

hukum nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang 

mengatur tentang pertahanan keamanan negara. Moeljatno memberikan batasan 

atau pengertian yang lebih utuh tentang hukum pidana. Dalam pandangan yang 

diberikan Moeljatno, pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana 

materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.  Dengan demikian sistem asas-

asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem 

serta asas-asas pokok hukum nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban 

menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar.6 l 

Hukum lMiliter lsebagai lsubsistem ldari lsistem lpertahanan lkeamanan 

lnegara7 lPerlu lmengatur lsecara ltegas lmengenai loprasionalisasi ldari ltatanan 

lkehidupan lBela lNegara lyang lmelahirkan lPertahanan lKeamanan lRakyat lSemesta. 

lTatanan lkehidupan lbela lnegara lmencakup lpenyelenggaraan lseluruh ldaya 

lkemampuan lbangsa ldan lharus ldisusun, ldiarahkan lserta ldikerahkan lsecara lterpadu 

                                                             
5 P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, 

Tubuh & kesehatan, (Jakarta : Sinar Grafika, , 2010) hal. 11 
6 lTongat. lDasar-dasar lHukum lPidana lIndonesia lDalam lPerspektif lPembaharuan. 

l(Malang:Penerbit lUMM lPress, l2012) lhal l12. 
7 lSuhadi, lPembahasan lPerkembangan lPembangunan lHukum lNasional lTentang 

lMiliter ldan lBela lNegara, lBadan lPembinaan lHukum lNasional lTentang lHukum lMiliter ldan 

lBela lNegara, l(Jakarta: lBPHN, l1996) lhal l2. l 
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ldan lterkendali lbaik lmengenai ltenaga lmanusia, lfasilitas, lperalatan lmaupun ljasa ldan 

lruang lwilayah. l 

Arah lpengembangan lhukum lmiliter lmenuju lpada lterciptanya lkeserasian 

lantara lpenyelenggaraan lkesejahteraan ldan lpenyelenggaraan lkeamanan ldalam 

lrangka lmewujudkan lwawasan lnusantara lserta lketahanan lnasional, lguna lmenjamin 

leksistensi lkehidupan lberbangsa ldan lbernegara lyang lbertujuan lmembangun 

lmanusia lseutuhnya.8 

Tentara lNasional lIndonesia l(selanjutnya ldisebut lTNI) lmerupakan lbagian 

ldari lmasyarakat lumum lyang ldipersiapkan lsecara lkhusus luntuk lmelaksanakan 

ltugas ldan lpembelaan lnegara. lSelain litu lTNI ldibatasi loleh lundang-undang ldan 

lperaturan lmiliter lsehingga lsemua lperbuatan lyang ldijalani lharus lberdasarkan lpada 

llandasan lundang-undang ldan lperaturan lyang lberlaku. lPelaksanaan ltugas ldan 

lkewajiban lyang lamat lberat ldan lkhusus lmaka lTNI ldididik ldan ldilatih luntuk 

lmematuhi lperintah-perintah latau lputusan ldan lmelaksanakannya ldengan ltepat ldan 

lberdaya lguna.9 

Kejahatan lmerupakan lpersoalan lyang ldihadapi lmanusia ldari lwaktu lke 

lwaktu. lMengapa lkejahatan lterjadi ldan lbagaiamana lpemberantasannya lmerupakan 

lpersoalan lyang ltiada lhenti ldiperdebatkan. lKejahatan ladalah lsuatu ltindakan latau 

lperbuatana lyang ldilarang ldan ldapat ldijatuhi lhukuman.10 lKejahatan lmerupakan 

                                                             
8 lIbid lhal.2 
9 lUndang-undang lRepublik lIndonesia lnomor l34 ltahun l2004 ltentang ltentara lnasional 

lIndonesia l(Lembaran lNegara lRepublik lIndonesia lTahun l2004 lNomor l127) 
10 lSoesilo, lPengetahuan lTentang lSebab-Sebab lKejahatan l,( lBogor: lPolitea, l1976) 

lhal l1 
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lproblema lmanusia, loleh lkarena litu ldimana lada lmanusia ldisitu lada lkejahatan, 

lsemakin lmeningkat lserta lterorganisirnya lkasus-kasus lkejahatan ldi ltanah lair 

lmembawa lkonsekunsi lbahwa laparat lserta lsetiap lpihak lyang lterkait lharus lekstra 

lkeras, ltegas, ldan ltanggap ldalam lmemberantas ldan lmengungkap lsetiap lsisi 

lkejahatan lyang lterjadi ltermasuk ljuga ldalam lkasus-kasus lpembunuhan. l 

Kejahatan ladalah lperbuatan lantisosial lyang lsecara lsadar lmendapat lreaksi 

ldari lnegara lberupa lpemberian lderita ldan lkemudian lsebagai lreaksi lterhadap 

lrumusan lhukum l(legal ldefinition) lmengenai lkejahatan11. lTindak lpidana lmerupakan 

lsalah lsatu lbentuk lperilaku l lmenyimpang lyang lselalu lmelekat lpada lmasyarakat, 

ltidak lada lmasyarakat lyang lsepi ldari lkejahatan. lAdapun lkasus lkejahatan 

lpembunuhan lyang ldidasarkan lpada lketentuan lpidana lterhadap lpidana latau ldelik 

lkejahatan lterhadap lnyawa ltelah ltermuat ldalam lPasal l338 lsampai ldengan lPasal l350 

lUndang-undang lNomor l1 lTahun l1946 ltentang lPeraturan lHukum lPidana 

l(selanjutnya ldisebut lKUHP)12 lKhususnya lBab lXIX ltentang lkejahatan lterhadap 

lnyawa, lPasal l338 lsampai ldengan lPasal l350 lKUHP l. lBerdasarkan lketentuan lPasal 

l338 lKUHP ldisebutkan lbahwa l“barang lsiapa lsengaja lmerampas lnyawa lorang llain, 

ldiancam, lkarena lpembunuhan, ldengan lpidana lpenjara lpaling llama llima lbelas 

ltahun”. lDalam lKUHP ldi lIndonesia ljuga ldalam lpidana lpokoknya lmencantumkan 

lpidana lmati ldalam l lurutan l lpertama. l lPidana l lmati l ldi l lIndonesia lmerupakan 

lwarisan lkolonial lBelanda, l lyang lsampai l lsaat l lini l lmasih ltetap lada lsementara 

lpraktik lpidana lmati lmasih ldiberlakukan ldi lIndonesia, lBelanda ltelah lmenghapus 

                                                             
11 lTopo lSantoso l& Eva lAchjani lZ, Kriminologi l(Jakarta: lRajawalipress,2010) lhal. l14 
12 lLembaran lNegara lRepublik lIndonesia lTahun l1958 lNomor l127. 
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lpraktik lpidana lmati lsejak ltahun l1870, lkecuali luntuk lkejahatan l lMiliter. lformulasi 

ltindak lpidana lpembunuhan lberencana ldiatur ldalam lpasal l340 lKUHP lkarena ltidak 

lada laturan llex lspecialis ldalam lUU lNo. l39 lTahun l1947 ltentang lHukum lPidana 

lMiliter l(selanjutnya ldisebut lKUHPM) lnamun lancaman lsanksinya ldiperberat llagi 

ldalam lKUHPM ldan lpertanggungjawaban lpidana lterhadap langgota lTNI ltersebut 

ldilihat ldari ladagium lGeen lStraf lZonder lSchuld lBeginsel lberpendapat l“tiada lpidana 

ltanpa lkesalahan” lmengartikan ldapat ldimintai lpertanggungjawaban lkalau 

lmempunyai lkesalahan. l 

Tindak lpidana lmiliter lyang ltermasuk ldalam lyurisdiksi lperadilan lmiliter 

lyaitu lTindak lPidana lUmum latau lTindak lPidana lyang ltelah ldikodifikasi ldalam 

lKUHP lapabila ldilakukan loleh langgota lmiliter, lmaupun lTindak lPidana lkhusus 

l(diluar lkodifikasi) lyang ldiatur ldalam lperaturan lperundang-undangan lpidana llain, 

lserta ltindak lpidana lyang ldiatur ldalam lKUHPM. lTindak lpidana lpembunuhan 

lmisalnya, ltindak lpidana lpembunuhan lmerupakan ltindak lpidana lumum lkarena 

ltelah ldiatur ldalam lPasal l338 lKUHP lbahwa: l“barangsiapa ldengan lsengaja 

lmerampas lnyawa lorang llain, ldiancam, lkarena lpembunuhan, ldengan lpidana 

lpenjara lpaling llama llima lbelas ltahun”.13 

Pidana lmati lmerupakan ljenis lpidana lyang lyang lterberat lmenurut lhukum 

lpositif. Bagi lkebanyakan lnegara lsoal lpidana lmati litu ltinggal lmempunyai larti 

lkulturhistoris. lDikatakan ldemikian, lkarena lkebanyakan lnegara-negara ltidak 

lmencantumkan lpidana lmati lini llagi ldi ldalam lKitab lUndang-Undang lHukum 

                                                             
13 lMoeljanto, l, lKUHP lKitab lUndang-Undang lHukum lPidana, l(Jakarta: lPT lBumi 

lAksara, l2001) lhal. l122. 
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lPidananya14 lTentu l lsaja l lhal l lini lmerupakan lhal lyang lsangat lmenarik, lkarena lpada 

lsaat ldiberlakukan ldi lIndonesia lmelalui lasas lkonkordasi, ldi lNegara lBelanda 

lancaman lpidana lmati lsudah ldihapuskan lPembunuhan lberencana ldiatur l ldalam l 

lPasal l l340 l lKUHP, l lyang lmenyatakan lbahwa: l 

“Barang lsiapa lsengaja ldan ldengan lrencana llebih ldahulu lmerampas lnyawaa 

lorang llain, ldiancam lkarena lpembunuhan ldengan lrencana l(moord), ldengan 

lpidana lmati l latau l lpidana l lpenjara l lseumur l lhidup l latau l lselama lwaktu l 

ltertentu, l lpaling l llama l ldua lpuluh ltahun” 

Beberapa lkasus lpidana lyang ldilakukan loleh langgota lTNI lcontohnya lseperti 

lbelakangan lini lpada ltahun l2022 lkasus lmutilasi ldi lPapua loleh l6 lprajurit ldan 

lbeberapa lkasus llainnya lyang lmerupakan lsuatu ltugas luntuk lpara lpenegak lhukum 

lagar lpenegakan lhukum ldi lbidang lhukum lMliter lsemakin ldimaksimalkan. lKarena 

ldirasa lseorang lmiliter ladalah lalat lpertahanan lnegara, ldimana lmiliter lyang 

lseharusnya lmenjaga lketentraman ldan lkeamanan lnegara lberdasarkan ldengan lUU 

lNo. l34 lTahun l2004 ltentang lTentara lNasional lIndonesia, lmalah lberbuat lsuatu 

ltindakan lyang lbertentangan ldengan lhukum.15 

Perkembangan lkasus lpidana lyang ldilakukan loleh lAnggota lTNI ldi 

lIndonesia ldalam lkurun lwaktu l3 l(tiga) ltahun lterakhir lini ldapat ldigambarkan lbahwa 

lpada ltahun l2020 ljumlah lkasus lpidana lyang ltercatat ldi lMabes lTNI ladalah lsebanyak 

l31 lkasus lpelanggaran lasusila, lkemudian lpada ltahun l2021 lterdapat lsebanyak l12 

lkasus lkekerasan ldalam lrumah ltangga, lkemudian lpada ltahun l2022 lsebanyak l11 

                                                             
14 lRoeslan lSalah, lStelsel lPidana lIndonesia, l(Jakarta l: lAksara lBaru, l1987) lhal. l16. 
15Aryo lPutranto lSaptohutomo lcegah-impunitas-kasus-6-anggota-tni-ad-tersangka-

mutilasi-di-papua-mesti, lKompas.com ldiakses ltanggal l3 lOktober l2022 

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/05300061/cegah-impunitas-kasus-6-anggota-tni-ad-tersangka-mutilasi-di-papua-mesti
https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/05300061/cegah-impunitas-kasus-6-anggota-tni-ad-tersangka-mutilasi-di-papua-mesti
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lkasus lpenganiyaan. lData lini lmenunjukkan ladanya ltrend lpeningkatan lkasus lpidana 

lyang ldilakukan loleh langgota lTNI.16 

Kasus-kasus lyang lmenimpa lpada lseorang lmiliter lyang lmelakukan ltindak 

lpidana, lbaik lsecara lumum lmaupun lkhusus ldibedakan lsecara lkhusus ldi llingkup 

lperadilannya. lKarena lhukum lmiliter litu lsendiri lmerupakan lsalah lsatu ldaripada 

lhukum lkhusus, lmaka lsistem lperadilannya ljuga lsecara lkhusus. lMiliter lsebagai 

lsubjek lhukum lpidana ltersebut ldisidangkan ldan ldiadili lsecara lkhusus ldi lPengadilan 

lMiliter. 

Ancaman lhukuman luntuk lpelaku lpembunuhan lberencana lini ladalah 

ldengan lpidana lmati latau lpidana lselama lwaktu ltertentu, lpaling llama ldua lpuluh 

ltahun.untuk lmenentukan ladanya lkemampuan lbertanggung ljawab, lseseorang 

ldengan lkesengajaan. lSeseorang lyang ltanpa lmelakukan lperbuatan lpidana ltidak lbisa 

ldilakukan lsuatu lpertanggung ljawaban lpidana, lhal lini lmengacu lpada lasas llegalitas 

lyang ljuga lterdapat lpada lPasal l1 lKUHP. lMampu lbertanggung ljawab ldisini lberarti 

lapakah lorang ltersebut lmempunyai lakal lsehat latau ltidak. lAkal lyaitu ldapat 

lmembeda-bedakan lantara lperbuatan lyang ldiperolehkan ldan lyang ltidak 

ldiperbolehkan. lOrang lyang lakalnya ltidak lsehat ltidak ldapat lmenentukan 

lkehendaknya lsesuai ldengan lyang ldikehendaki loleh lhukum. lSedangkan lorang lyang 

lakalnya lsehat ldapat ldiharapkan lmenentukan lkehendaknya lsesuai ldengan lyang 

ldikehendaki loleh lhukum. 

                                                             
16 lLaporan lMahkamah lAgung lTahun l2020. l 
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 lKasus lterbaru lpada ltahun l2021 lyaitu ldalam lperkara Lpengadilan Lmiliter 

Ltinggi Ljakarta Lnomor l22-K/PMT-11/AD/2022 lpembunuhan lberencana loleh 

langgota lTNI lberpangkat lkolonel ldengan linisial lP lyang lmenabrak ldan lmembuang 

lkorban lke lSungai lSerayu17. lJawa lTengah. lPeristiwa ltersebut lyang ldiawali ldengan 

lkecelakaan llalu llintas lyaitu lpelaku lmenabrak lkorban ldengan lmenggunakan lmobil, 

lkemudian ldiproses ldi lPeradilan lMiliter lMabes lTNI ldengan lmenerapkan lPasal 

lpidana lumum, lkarena lsetelah lkejadian ltersebut lpelaku lmembuang lkorban lyang 

lmasih lhidup lke ldalam lsungai lSerayu, lyang lmengakibatkan lkedua lkorban 

lmeninggal ldunia.Atas lperbuatan litu, lPelaku ldituntut lpidana lpenjara lseumur lhidup 

ldan ldipecat ldari linstitusi lTNI lAD. lmenyatakan lbahwa lterdakwa lKolonel lInfanteri 

lPriyanto ltidak lterbukti lmelakukan ltindak lpidana lsebagaimana lyang ldidakwakan 

loleh loditur lmiliter ltinggi lpada ldakwaan lkesatu lprimer lPasal l340 ljuncto lPasal l55 

layat l(1) lke- l1 lKUHP ldan ldakwaan lkedua lalternatif lpertama lPasal l328 lKUHP 

ljuncto lPasal l55 layat l(1) lke-1 lKUHP.18 lPada lkasus lini lSeharusnya lTerdakwa lselaku 

langgota lTNI laktif ldiproses lmelalui lperadilan lmiliter ldan loditur lmiliter ltinggi 

lmenghukum lsemaksimal lmungkin ldengan lberpedoman lpada lKUHPM lserta 

lKUHP. lPada lkasus lini lsangat ldisayangkan lPeradilan lMiliter lmenjatuhkan 

lterdakwa ldengan lPasal lKUHP, lpadahal lterdakwa lbisa lterkena lpasal lKUHPM ljuga 

lmeskipun ltidak ldiatur llex lspesiallis lsecara ljelas lnamun lsebagai langgota lmiliter 

lharus lmempertanggung ljawabkan lapa lyang ltelah lterdakwa lperbuat. 

                                                             
17Ahmad lNasrudin lYahya lterbukti-lakukan-pembunuhan-berencana-kolonel-priyanto-

divonis-penjara. lKompas.com ldiakses ltanggal l3 lOktober l2022 
18 lIbid 

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/07/12181051/terbukti-lakukan-pembunuhan-berencana-kolonel-priyanto-divonis-penjara
https://nasional.kompas.com/read/2022/06/07/12181051/terbukti-lakukan-pembunuhan-berencana-kolonel-priyanto-divonis-penjara
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Berdasarkan luraian llatar lbelakang ldi latas lpenulis ltertarik luntuk 

lmenganalisis lpertimbangan lhukumnya ldan lpenerapan lunsur-unsur lpidana 

lpembunuhan lberencana lmenurut lPasal l340 lKUHP ldalam lPutusan lPENGADILAN 

lMILITER lTINGGI lJAKARTA lNomor l22-K/PMT-11/AD/2022. lOleh lkarena litu 

lPenulis ltertarik luntuk lmeneliti ldalam lSkripsi ldengan ljudul l“Analisis lYuridis 

lPemidanaan lTerhadap lAnggota lMiliter lYang lMelakukan lPembunuhan lBerencana 

lTerhadap lAnak l(Studi lKasus lPutusan lPengadilan lMiliter lTinggi lJakarta lNomor 

l22-K/Pmt-11/Ad/2022)”. l 

B. Rumusan lMasalah 

Berdasarkan llatar lbelakang lyang lsudah ldiuraikan ldiatas, lmaka lpermasalahan 

lpenelitian lyang ldapat ldirumuskan ladalah lsebagai lberikut: 

1. Bagaimana lkonsep lpenerapan lhukum lpidana lterhadap langgota lmiliter lyang 

lmelakukan lpembunuhan lterhadap lanak ldalam lsistem lPeradilan lMiliter l? 

2. Bagaimana lpenerapan lunsur-unsur ltindak lpidana lumum lterhadap 

lpembunuhan lberencana lberdasarkan lpasal l340 lKUHP ldalam lPutusan 

Lpengadilan Lmiliter Ltinggi Ljakarta Lnomor L22-K/PMT-11/AD/2022 l? l 

C. Tujuan ldan lManfaat lPenulisan 

Penelitian lini lbertujuan luntuk: 

1. Untuk lmengetahui lbagaimana lkonsep lpenerapan lhukum lpidana lterhadap 

langgotra lmiliter lyang lmelakukan lpembunuhan lterhadap lanak ldalam lsistem 

lPeradilan lPidana lMiliter. 
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2. Dan lmengetahui lpenerapan lunsur-unsur ltindak lpidana lumum lterhadap 

lpembunuhan lberencana lberdasarkan lpasal l340 lKUHP ldalam lputusan 

Lpengadilan Lmiliter Ltinggi Ljakarta Lnomor L22-K/PMT-11/AD/2022 ? 

Manfaat lyang ldiharapkan lapabila lpenelitian lini lterwujud, lyaitu lManfaat 

lTeoritis ldan lMaanfaat lPrasktis: 

1. Manfaat lTeoritis 

Pada lmanfaat lteoritis ldiharapkan ldari lhasil lpenelitian lini ldapat lmenjadi 

lbahan lkajian luntuk lmengetahui lsanksi lhukuman lterhadap ltindak lkejahatan 

lpembunuhan lberencana lyang ldilakukan loleh laparatur lpemerintahan lyaitu 

langgota lTNI lserta ldapat lmenjadi lacuan lbagi lpenegak lhukum luntuk ldapat 

llebih lkoperatif ldalam lmenindak laparatur lyang lmelakukan lkejahatan lyang llain 

lsebagainya. 

2. Manfaat lPraktis 

a. Diharapkan lmenjadi lbahan linformasi latau lsumber lilmu lbagi lmasyarakat 

lumum lterkait lTindakan lkejahatan lyang ldilakukan loleh laparatur lnegara. 

b. Diharapkan lsebagai lantisipasi lbagi lpara lpihak luntuk ltidak lada llagi lTindakan 

lserupa. 

D. Kerangka lTeoritis ldan lKonseptual 

1. Kerangka lTeoritis 

a. Teori lPenegakan lHukum 

Penegakan lHukum lDalam lBahasa lIndonesia ldikenal ldalam 

lbeberapa listilah, lseperti l"penerapan lhukum” ldan l“pelaksanaan 
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lhukum”. lBahasa lasing ljuga lmemiliki listilah, lseperti lrechstoepassing, 

lrechshandhaving l(Belanda), llaw lenforcement.19 

Pengertian lpenegakan lhukum ldapat ljuga ldiartikan 

lpenyelenggaraan lhukum loleh lpetugas lpenegak lhukum ldan loleh lsetiap 

lorang lyang lmempunyai lkepentingan lsesuai ldengan lkewenangannya 

lmasing-masing lmenurut laturan lhukum lyang lberlaku. lPenegakan 

lhukum lpidana lmerupakan lsatu lkesatuan lproses ldiawali ldengan 

lpenyidikan, lpenangkapan, lpenahanan, lperadilan lterdakwa ldan ldiakhiri 

ldengan lpemasyarakatan lterpidana.20 

Menurut lSoerjono lSoekanto, lmengatakan lbahwa lpenegakan 

lhukum ladalah lkegiatan lmenyerasikan lhubungan lnilai-nilai lyang 

lterjabarkan ldalam lkaidah-kaidah lmantap ldan lsikap ltindak lsebagai 

lrangkaian lpenjabaran lnilai ltahap lakhir luntuk lmenciptakan, 

lmemelihara ldan lmempertahankan lkedamaian lpergaulan lhidup.21 

Penegakan lhukum lpidana ladalah lpenerapan lhukum lpidana 

lsecara lkonkrit22 loleh laparat lpenegak lhukum. lDengan lkata llain, 

lpenegakan lhukum lpidana lmerupakan lpelaksaan ldari lperaturan-

peraturan lpidana. lDengan ldemikian, lpenegakan lhukum lmerupakan 

                                                             
19 lSukardi, lRestorative lJustice lDalam lPenegakan lHukum lPidana lIndonesia, l(Depok: 

lRajaGrafindo lPersada, l2020) lhal.69 l 
20 lHarun lM.Husen, l, lKejahatan ldan lPenegakan lHukum lDi lIndonesia, l(Jakarta: 

lRineka lCipta, l, l1990) lhal l58 
21 lSoerjono lSoekanto, l, lFaktor-faktor lYang lMempengaruhi lPenegakan lHukum, 

l(Jakarta: lUI lPres,1983) lhal l35 
22 lMoeljatno, lAsas-asas lHukum lPidana, l(Surabaya: lPutra lHarsa, l1993) lhal l23 
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lsuatu lsistem lyang lmenyangkut lpenyerasian lantara lnilai ldengan lkaidah 

lserta lperilaku lnyata lmanusia. lKaidah-kaidah ltersebut lkemudian 

lmenjadi lpedoman latau lpatokan lbagi lperilaku latau ltindakan lyang 

ldianggap lpantas latau lseharusnya. lPerilaku latau lsikap ltindak litu 

lbertujuan luntuk lmenciptakan, lmemelihara, ldan lmempertahankan 

lkedamaian. 

b. Teori lPertanggungJawaban lKomando 

Pertanggung ljawaban lpidana ldalam ldunia lmiliter lseringkali 

ldisebut lsebagai lpertanggung ljawaban lkomando. lMenurut lHugo 

lGrotius lbahwa lprinsip lmengenai lpertanggung ljawaban lkomando 

lmerupakan lprinsip lterhadap lpimpinan latau latasan lsipil lyang 

lmengetahui lterjadinya lsuatu lkejahatan lserta lmemiliki lkemampuan 

luntuk lmencegah lkejahatan ltersebut lterjadi lnamun ltidak 

lmelakukannya, lmaka ldianggap ltelah lmelakukan lkejahatan ltersebut. 

lPertanggung ljawaban lkomando ljuga lsering lkali ldisebut lsebagai 

lresponsibility lby lomission lof lsuperior lauthorities.23 

Delik lomisi lmenurut lRemmelink ladalah lsuatu lperbuatan latau 

lsikap ltindak lyang ltidak lmelakukan latau lmelalaikan lsebuah lkewajiban 

latau lperintah lhukum.24 lPertanggungjawaban lini ldianggap lsangat lperlu 

lkarena lmenghindari lkesewenang-wenangan lpimpinan latau latasan lsipil 

                                                             
23 lMuladi, lStatuta lRoma lTahun l1998 ltentang lMahkamah lPidana lInternasional 

lDalam lKerangka lHukum lPidana lInternawsiona ldan lImplikasinya lTerhadap lHukum lPidana 

lNasional, l(Bandung l:Alumni, l, l2001) lhal. l151. 
24 lJan lRemellink., lHukum lPidana l(Komentar lAtas lPasal-Pasal lTerpenting lDari 

lKUP lBelanda ldan lPadanannya lDengean lKUHP lIndonesia) l(Jakarta: lGramedia lPustaka 

lUtama, l2003), lhal. l78. 
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latas ltindakan lyang ldilakukan loleh lbawahannya lnamun ltidak 

lmengambil ltindakan lyang lpatut luntuk lmencegah. 

c. Teori lsistem lperadilan lpidana 

Militer lyang ldapat ldiartikan ljuga lsebagai lprajurit ladalah lwarga 

lnegara lyang ltelah lmemenuhi lsyarat lyang lditentukan ldidalam 

lperundang-undangan ldan ldiangkat loleh lpejabat lyang lberwenang luntuk 

lmengabdikan ldiri ldalam lusaha lpembelaan lnegara ldengan lmenyandang 

lsenjata, lrela lberkorban ljiwa lraga, lserta likut lberperan ldalam 

lpembangunan lnasional ldan ltunduk lpada lhukum lmiliter.25 lMiliter 

lberasal ldari lbahasa lYunani lyaitu l“miles” lyang lmemiliki larti lyaitu 

lorang lyang lbersenjata ldan lsudah lterlatih lserta lsiap lbertempur luntuk 

lmenghadapi ltantangan latau lancaman ldari lpihak lmusuh lyang 

lmengancam lkeutuhan lsuatu lwilayah latau lnegara.26 

Hukum lmiliter ladalah lhukum lyang lberlaku lsecara lkhusus lbagi 

langgota lmiliter lyang lisinya lmengatur ltentang lkehidupan lmiliter ldan 

lhanya lberlaku lbagi lmiliter ldan langkatan lperang. lMeskipun lbersifat 

lkhusus, ltidak lberarti lhukum lpidana lumum lyang ldiatur ldalam lKUHP 

lmenjadi ltidak lberlaku lbagi langgota lmiliter. lKUHP ltetap lberlaku lbagi 

langgota lmiliter lyang lmelakukan ltindak lpidana, lancaman lhukuman 

lyang lada ldalam lperaturan ltersebut ldirasa lterlalu lringan lapabila 

                                                             
25 lDini lDewi lHeniarti, lSistem lPeradilan lMiliter lDi lIndonesia, l(Bandung: lRefika 

lAditama, l2017) lhal. l5. 
26 lMoch. lFaisal lSalamPeradilan lMiliter lDi lIndonesia, l(Bandung:Mandar lMaju, l2004) 

lhal.18. 
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ldilakukan loleh langgota lmiliter lyang lseharusnya lmemiliki ltugas luntuk 

lmenjaga lmasyarakat ldari lkejahatan ldan lancaman lmusuh, lmaka ldari litu 

laturan luntuk langgota lmiliter ldiatur llebih llanjut lKUHPM.27 

lMiliter lmengatur ltentang lpelanggaran ldisiplin, lyaitu lperbuatan 

lmelanggar ltata ltertib lyang ldilakukan loleh langgota lmiliter, ldan latas 

lpelanggaran ltersebut, lpenyelesaiannya ldilakukan loleh latasan lyang 

lberhak lmenghukum l(ANKUM) lberdasarkan lpedoman lyang lsesuai 

lpada lUU lNo. l25 lTahun l2014 ltentang lHukum lDisiplin lMiliter. lAnggota 

lMiliter lyang lmelakukan ltindak lpidana lmiliter ldan lpelanggaran ldisiplin 

lmiliter lakan ldiberlakukan lKUHP, lKUHPM, ldan lUU lNo. l25 lTahun 

l2014 ltentang lHukum lDisiplin lMiliter. lAnggota lmiliter lyang 

lmelakukan ltindak lpidana lakan ldiberlakukan lhukum lpidana lmiliter 

l(KUHP ldan lKUHPM) ldan ldiberlakukan lhukum ldisiplin lmiliter lapabila 

lmelakukan lpelanggaran ldisiplin lmiliter. lAnggota lmiliter lmemiliki lciri-

ciri lseperti: l 

1) Mempunyai lorganisasi lyang lteratur l 

2) Mengenakan lpakaian lseragam l 

3) Mempunyai ldisiplin lserta lmenaati lhukum lyang lberlaku ldalam 

lpeperangan.28 

                                                             
27 lIbid, lhal. l18. 
28 lIbid lhal.18. 
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Ciri-ciri ldi atas ljika ltidak lterpenuhi, lkelompok latau lgolongan 

lyang lmemiliki lsenjata ldan lsiap luntuk lberperang lbukanlah lMiliter.29 

lOrang-orang lyang lbagi lgolongan latau lkelompok ldiberlakukan 

lhukum lpidana lmiliter, lsebagaimana ldiatur ldalam lKitab lUU lNo. l31 

ltahun l1997 ltentang lPeradilan lMiliter. l 

2. Kerangka lKonseptual l l 

a. Konsep lPemidanaan lAnggota lMiliter l 

Pemidanaan langgota lmiliter ladalah l lperubahan lperilaku lterpidana 

ldikemudian ldikemudian lhari, ldimana lpencegahan ldan lsekaligus 

lrehabilitasi lsebagai lsasaran lyang lharus ldicapai loleh lsesuatu lrencana 

lpemidanaan, lkarena ltujuan lpemidanaan lbagi langgota lmiliter lyang 

lmelakulan ltindak lpidana ldisersi llebih lmerupakan lsuatu lbukan lTindakan 

lpenjeraan latau lpembalasan lselama lterpidana lmiliter ltersebut lakan 

lKembali laktif, lsanksi lditekankan lpada ltujuannya, lyakni luntuk lmencegah 

lagar lmiliter ltersebut ltidak lmelakukan lkejahatan lKembali. lSistem 

lpemidanaan lbagi lseorang lmiliter lyang lmelakukan lsuatu ltidak lpidana 

lmiliter ldiatur ldalam lsuatu lketentuan lsistem lpemidanaan lkhusus lyang 

ldiatur ldidalam lKUHPM. l 

b. Pembunuhan lberencana lterhadap lanak l 

Pembunuhan lberencana ladalah lkejahatan lmerampas lnyawa 

lmanusia llain, latau lmembunuh, lsetelah ldilakukan lperencanaan 

lmengenai lwaktu latau lmetode, ldengan ltujuan lmemastikan lkeberhasilan 

                                                             
29 lIbid lhal. l19. l 
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lpembunuhan latau luntuk lmenghindari lpenangkapan. lSedangkan 

lpembunuhan lmenurut lPasal l338 lKUHP ladalah lbarang lsiapa ldengan 

lsengaja lmenghilangkan lnyawa lorang llain, ldiancam lkarena 

lpembunuhan ldengan lpenjara lpaling llama l15 ltahun.30 

Anak lyang lBerkonflik ldengan lHukum lyang lselanjutnya ldisebut 

lAnak ladalah lanak lyang ltelah lberumur l12 l(dua lbelas) ltahun, ltetapi 

lbelum lberumur l18 l(delapan lbelas) ltahun lyang ldiduga lmelakukan 

lTindak lPidana.31 

Perbedaan lantara lpembunuhan ldan lpembunuhan ldirencanakan 

lyaitu lkalau lpelaksanaan lpembunuhan lyang ldimaksud lPasal l338 litu 

ldilakukan lseketika lpada lwaktu ltimbul lniat, lsedang lpembunuhan 

lberencana lpelaksanan litu lditangguhkan lsetelah lniat litu ltimbul, luntuk 

lmengatur lrencana, lcara lbagaimana lpembunuhan litu lakan 

ldilaksanakan.32 

c. l lKonsep lPemidanaan lMiliter l 

Sistem lpemidanaan lmencakup lkeseluruhan lketentuan 

lperundang-undangan lyang lmengatur lPemidanaan lMiliter. lMenurut 

lBarda lNawawi lArief, lapabila lpengertian lpemidanaan ldiartikan 

lsecara lluas lsebagai lsuatu lproses lpemberian latau lpenjatuhan 

lbagaimana lhukum lpidana ltersebut lditegakkan ldan ldioperasikan 

lsecara lkonkrit lsehingga lseseorang ldijatuhi lsanksi ldan lsemua laturan 

                                                             
30 lPasal l338 lKUHP. l 
31 lUndang-Undang lRepublik lIndonesia lNomor l11 lTahun l2012 lTentang lSistem 

lPeradilan lPidana lAnak l(Tambahan lLembaran lNegara lRepublik lIndonesia lNomor l5332) 
32 lPasal l338 lKUHP. l 
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lperundang l lundangan lmengenai lhukum lpidana lsubstantif, lhukum 

lpidana lformil ldan lhukum lpelaksanaan lpidana ldapat ldilihat lsebagai 

lsatu lkesatuan lsistem lpemidanaan.33 

Sebagai lsuatu lhukum lpidana lkhusus, lsistem lpemidanaan 

ldalam lKUHPM lmenetapkan lpidana lutama ldan lpidana ltambahan 

ldengan ltidak ladanya lpenjatuhan lpidana ldenda. lPembaruan lsistem l 

llpemidanaan l lhukum llpidana lmiliter lmenyusun lsistem lpemidanaan 

lmemang ltidak lmudah, lterlebih lsistem lhukum lpidana lkhusus lseperti 

lKUHPM, lyang l lmerupakan l lkodifikasi l lhukum l lPidana l ldi l lluar l 

lKUHP.34 lKUHPM l lsebagai l lkodifikasi lhukum l lpidana l ldi l lluar l 

lKUHP, l lselain l ltetap l lharus ldipertahankan l lsebagai l lundang-undang 

ldalam lbentuk lkodifikasi ljuga lharus ltetap ltaat lasas lyaitu 

35lberpedoman l lpada l lkodifikasi l linduknya l lyaitu l lKUHP. lSistem 

lpemidanaan lmulai lbekerja lpada lsaat lhakim lmenjatuhkan lpidana 

lpada lseorang lpelaku ltindak lpidana lsampai ldinyatakan lbebas ldari 

lpidananya ltersebut. lDikarena lluasnya lmengenai lsistem 

lpemidanaan, lmaka lPenulis lmengutamakan lmengenai lsistem 

lpemidanaan lKUHPM ldan lUU lNo. l31 lTahun l1997 ltentang 

lPeradilan lMiliter ldalam lhal lpemidanaan ldi llingkup lPeradilan 

lMiliter. 

                                                             
33 lBarda lNawawi lArief ldalam lI lGede lWidhiana lSuarda, lHukum lPidana, 

l(Jember:Bayumedia lPublishing,2011) lhal. l30. 
34 lHutanasyah, lJurnal lHukum lTata lNegara l(Siyasah lSar’iyyah) lVol. l1 lNo. l1 

lAgustus l2022 
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d. lMetode lPenelitian l  

1. Jenis lPenelitian 

Jenis lpenelitian lyang ldigunakan lpenulis ladalah lpenelitian 

lyuridis lnormatif lyang lmengacu lpada lhukum latau lperundang 

lundangan lyang lberlaku. lPendekatan lini ldifokuskan luntuk lmengkaji 

lpenerapan lkaidah-kaidah latau lnorma-norma ldalam lhukum lpositif. 

lPada lpenelitian lini lpenulis lmenemukan lmasalah ldan 

lmenganalisisnya ldengan lberdasarkan lpada lperaturan lperundang-

undangan lyang lmengatur ltentang lpembunuhan lberencana. 

Penelitian lyuridis lnormatif lmerupakan ltipe lpenelitian lyang 

ldifokuskan luntuk lmengkaji lpenerapan lkaidah-kaidah latau lnorma-

norma ldalam lhukum. lPenelitian lnormatif ldapat ldiartikan lsebagai 

lpenelitian lyang ldilakukan ldengan lcara lmeneliti lbahan lpustaka, 

latau ldata lyang lterdiri ldari lbahan lprimer, lbahan lsekunder, ldan 

lbahan lhukum ltersier. lBahan-bahan lhukum ltersebut ldisusun lsecara 

lsistematis ldan ldikaji, lkemudian lditarik lkesimpulan ldalalm 

lhubungannya ldengan lmasalah lyang lditeliti.36 

2. Pendekatan lPenelitian 

Pendekatan lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah 

lpendekatan lini lmeliputi ltiga ljenis lpendekatan lyaitu, lpendekatan 

                                                             
36 lSoerjono lSoekanto, lPenelitian lHukum lNormatif: lSuatu lTinjauan lSingkat l(Jakarta: 

lRajawalipress: l2006), lhal l14 
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lperundang-undangan l(statue lapproach), lpendekatan lkonseptual 

l(conseptual lapproach), ldan lpendekatan lkasus. 

a. Pendekatan lPerundang-undangan l(statue lapproach) 

 lPendekatan lperundang-undangan ldigunakan loleh 

lpeneliti lkarena lmenempatkan lundang-undang lsebagai lsumber 

ldata ldalam lpenelitian. lPenelitian lini ltidak llepas ldari lundang-

undang lyang lmempunyai lkesesuaian ldengan ljudul lpenelitian37. 

b. Pendekatan lkonseptual l(conseptual lapproach) 

Penggunaan lpendekatan ltersebut lguna lmemaparkan 

lkonsep-konsep lmaupun lteori-teori lyang lmenunjang lterkait 

lpenelitian lyang lakan ldilakukan.38 

c. Pendekatan lKasus 

Pendekatan lini lhendak lmemberikan lpaparan lkasus lyang 

lada lkaitannya ldengan ljudul lpenelitian lserta lpenyelesaiannya 

lyang lmenggunakan lPutusan lPengadilan lMiliter lTinggi lJakarta 

lNomor l22-K/PMT-11/AD/2022) 

3. Sumber lData 

a. Bahan lHukum lPrimer 

Adapun lbahan lhukum lprimer ldalam lpenelitian lini lantara llain: 

                                                             
37 lIbid. l lhal l30 
38 lSantosa, lAdi. l"Pendekatan lKonseptual ldalam lProses lPerancangan lInterior." 

lDimensi lInterior l3.2 l(2005). 
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1) Undang Undang Dasar lTahun l1945. Amandemen ke-4 

2) UU lNo. l1 lTahun l1946 ltentang lHukum lPidana l(Lembaran 

lNegara lRepublik lIndonesia lTahun l1958 lNomor l127, 

lTambahan lLembaran lNegara lRepublik lIndonesia lNomor 

l1660). l 

3) UU lNo. l31 lTahun l1997 ltentang lPeradilan lMiliter  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

1997). 

4) UU lNo. l39 lTahun l1947 ltentang lMenyesuaikan lHukum 

lPidana lTentara l(Lembaran lNegara lRepublik lIndonesia 

lTahun l1934 lNomor l167). l 

5) UU lNo. l25 lTahun l2014 ltentang lHukum lDisiplin lMiliter. 

l(Lembaran lNegara lRepublik lIndonesia lTahun l2014 lNomor 

l257,Tambahan lLembaran lNegara lRepublik lIndonesia 

lNomor l5591). l 

b. Bahan lHukum lSekunder lNegara l 

Bahan lhukum lyang lmemberikan lpenjelasan lmengenai 

lhukum lprimer, lseperti lbuku-buku, lmajalah, lartikel, ljurnal, 

linternet lyang lberkaitan ldengan lapa lyang lditeliti. 

c. Bahan lHukum lTersier 

Bahan lhukum ltersier lyaitu lbahan lhukum lyang lmemberikan 

lpetunjuk lmaupun lpenjelasan lterhadap lbahan lhukum lyang 

lmemberikan lpetunjuk lmaupun lpenjelasan lterhadap lbahan 
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lprimer ldan lsekunder, lseperti lKamus lHukum, lEnsiklopedia ldan 

llainnya. 

4. Analisis lData 

Dalam lpenelitian lini, ldata lyang ldiperoleh lakan ldianalisis 

lsecara lkualitatif ldengan lmetode ldeduktif latau lmenganalisis ldari 

lpengambilan lkeputusan lyang lumum lke lsesuatu lyang llebih lkhusus. 

lPenulis lakan lmenggunakan lperspektif ldalam lketentuan lHukum 

lsebagai llandasan ldalam lmenguji lhasil linterpretasi lterhadap 

lPutusan lPengadilan lMiliter lTinggi lJakarta lNomor l22-k/pmt-

11/ad/2022). 

E. Sistematika lPenulisan 

Penyusunan lskripsi lini ldibuat lsecara lsistematis luntuk 

lmemudahkan lpembaca ldalam lmemahami lisi ldari lskripsi lini. 

lBerkenaan lpenulis lMenyusun lskripsi lini lyang lberisi llima lbab 

ldengan lgaris lbesar lsebagai lberikut: 

BAB lI PENDAHULUAN 

Dalam lbab lini lmerupakan lpendahuluan lyang lberisi lsekilas 

lpengantar luntuk lmemahami lgaris lbesar ldari lseluruh lpembahasan. 

lDalam lbab lini ldi luraikan lmengenai llatar lbelakang, lrumusan 

lmasalah, ltujuan ldan lmanfaat lpenulisan, lkerangkat lteoritis ldan 

lkonseptual, lmetode lpenelitian ldan lsistematika. l l l  

BAB lII l TINJAUAN PUSTAKA  
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Dalam lbab lini lakan ldiuraikan ltentang ltinjauan lumum lpemidanaan 

ldalam lkasus lpembunuhan lberencana l 

BAB lIII FAKTA/OBYEK PENELITIAN 

 Dalam lbab lini lakan ldiuraikan ltentang lduduk lperkara, lposita 

lgugatan, lpertimbangan lhukum, ldan lputusan lhukum lterhadap lanak 

ldalam lsistem lPeradilan lMiliter lpada lPutusan lPENGADILAN 

lMILITER lTINGGI lJAKARTA lNOMOR l22-K/PMT-11/AD/2022 

BAB lIV l ANALISISA YURIDIS  

Dalam lbab lini lakan ldiuraikan ltentang lkonsep lpenerapan lhukum 

lpidana lterhadap langgotra lMiliter lyang lmelakukan lpembunuhan 

lterhadap lanak ldalam lsystem lPeradilan lMiliter ldan lpenerapan lunsur-

unsur ltindak lpidana lumum lterhadap lpembunuhan lberencana 

lberdasarkan lPasal l340 lKUHP ldalam lPutusan lPENGADILAN 

lMILITER lTINGGI lJAKARTA lNomor l22-K/PMT-11/AD/2022. 

BAB lV PENUTUP 

 Dalam lbab lini lmerupakan lhasil lkesimpulan lyang lmerupakan 

ljawaban-jawaban ldari lrumusan lpermasalahan ldan lsaran lyang 

ldisesuaikan ldengan lhasil lpenelitian.


